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ABSTRACT
Pasal  188  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  disebutkan  bahwa 
â€œPerusahaan  Angkutan  Umum  wajib  mengganti kerugian  yang  diderita  oleh  Penumpang  atau  pengirim  barang  karena 
lalai  dalam melaksanakan  pelayanan  angkutanâ€•.  Namun  dalam  kenyataannya  di  Kota  Banda Aceh  masih  adanya 
perusahaan  angkutan  umum  yang  tidak  memberikan  ganti  rugi kepada penumpang sesuai dengan tingkat kerugian yang
dialami. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pelaksanaan  tanggung  jawab perusahaan  angkutan  umum  dalam  hal 
terjadinya  kerusakan  atau  kehilangan  dalam bagasi  tercatat,  faktor  yang  menyebabkan  pihak  pengangkut  tidak  melaksanakan
tanggung  jawab  dalam  hal  terjadinya  kerusakan  atau  kehilangan  barang  bawaan penumpang dalam  bagasi tercatat dan
penyelesaian  yang dilakukan oleh penumpang dalam  hal  terjadinya  kerusakan  atau  kehilangan  barang  bawaan  penumpang 
dalam bagasi tercatat. Untuk memperoleh data dalam penelitian  ini dilakukan penelitian kepustakaan dan  penelitian  lapangan. 
Penelitian  kepustakaan  dilakukan  untuk  memperoleh  data sekunder  dengan  cara  mempelajari  peraturan  perundang-undangan, 
buku-buku  teks dan  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  lapangan  dilakukan untuk memperoleh data
primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan tanggung  jawab 
perusahaan angkutan  umum  dalam  hal  terjadinya  kerusakan  atau  kehilangan  dalam  bagasi tercatat yaitu pihak perusahaan
pengangkutan umum belum dapat memberikan ganti rugi  kepada  penumpang  yang  dirugikan  sesuai  dengan  tingkat  kerugian 
yang dideritanya.  Faktor  yang  menyebabkan  pihak  pengangkut  tidak  melaksanakan tanggung  jawab  dalam  hal  terjadinya 
kerusakan  atau  kehilangan  barang  bawaan penumpang  dalam  bagasi  tercatat  yaitu  faktor  ekonomi  dimana  pihak  pengusaha
pengangkutan umum keberatan mengeluarkan sejumlah biaya sesuai dengan tuntutan penumpang  sesuai  dengan  tingkat  kerugian 
yang  dialami  oleh  penumpang. Penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  penumpang  dalam  hal  terjadinya  kerusakan  atau
kehilangan  barang  bawaan  penumpang  dalam  bagasi  tercatat  yaitu  secara kekeluargaan melalui musyawarah. Disarankan 
kepada  Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  agar melakukan  perubahan  substansi  ketentuan  Pasal  188 
Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dengan  menambahkan kewajiban 
perusahaan  pengangkutan  memberikan  ganti  rugi  sesuai  dengan  tingkat kerugian  kepada  penumpang.  Dalam  hal  kerugian 
yang  dialami  penumpang  yang disebabkan  kesalahan  pihak  pengangkut,  maka  bagi  perusahaan  yang  tidak memberikan  ganti
 rugi,  harus  dikenakan  sanksi  yang  tegas  seperti  teguran  dari Organda.
